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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas melalui hasil
wawancara dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini menunjukan
bahwa peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pendampingan
terhadap anak tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat disimpulkan
bahwa, di Kota Yogyakarta anak yang bermasalah dengan pidana
penyalahgunaan narkoba akan ditangani oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
melalui peran Dinas Sosial yang melibatkan Pekerja Sosial untuk melakukan
pendampingan terhadap anak korban dan saksi penyalahgunaan narkoba.
Pendampingan dilakukan oleh Dinas Sosial pada anak korban dan saksi
penyalahgunaan narkoba mulai dari tahapan awal pada saat mendapatkan
laporan dari penyidik yang telah menangkap anak korban dan saksi, dan
pendampingan dilakukan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah
menjalani pidana. Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam menjalani tugasnya
mendampingi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota
Yogyakarta sebagaimana yang telah menjadi tanggung jawabnya sebagai
lembaga pemerintah daerah sudah sangat baik, dengan berpedoman kepada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
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khususnya dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu dalam Bidang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang fungsinya adalah melakukan pelaksanaan

fasilitasi Rehabilitasi Sosial, pelayanan Rehabilitasi Sosial, dan pelaksanaan

pembinaan pasca Rehabilitasi Sosial terhadap anak yang melakukan

penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut :

L.

Pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada anak
yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat
lebih maksimal lagi, mulai dari tahap awal yaitu mulai dari diterimanya
laporan dari penyidik dan surat permohonan pendampingan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman yaitu rehabilitasi,
agar anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba
menadapatkan perlindungan yang baik dan dapat terpenuhi hak-haknya.
Meningkatkan lagi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada
formasi Dinas Sosial agar pendampingan terhadap tindak pidana anak
penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien.

Pemerintah Kota Yogyakarta belum memiliki tempat khusus untuk
melakukan rehabilitasi bagi anak penyalahgunaan narkotika, dan hanya
dilakukan tahap rehabilitasi di puskesmas. Pemerintah Kota Yogyakarta

diharapkan lebih memperhatikan terkait ketersedian fasilitas dengan
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memberikan fasilitas khusus untuk anak korban penyalahgunaan
narkotika, yaitu dengan menyediakan tempat khusus untuk anak korban
menjalankan rehabilitasi agar hasil dari rehabilitasi lebih maksimal

terhadap anak.
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